
ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaturan tentang penerbitan kepemilikan akta kelahiran dapat mewujudkan 

tertib administrasi kependudukan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaturan kewenangan penerbitan kepemilikan akta kelahiran untuk 

mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Permasalahan dalam penelitian 

adalah: 1) Apakah pengaturan tentang penerbitan kepemilikan akta kelahiran 

dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan. 2) Bagaimana pengaturan 

kewenangan penerbitan kepemilikan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib 

administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan: metode penelitian 

yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian yaitu pendekatan Perundangan-undangan dan pendekatan 

konseptual. Hasil penelitian adalah: 1) Pengaturan tentang penerbitan kepemilikan 

akta kelahiran dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan 

implementasi asas peraturan perundang-undangan kurang tepat mencerminkan 

asas kejelesan tujuan yaitu menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan 

masyarakat karena akta kelahiran merupakan hak warga negara yang harus 

diberikan oleh pemerintah serta eksistensi materi muatan dan pertangungjawaban 

Pemerintah terhadap kepastian hukum hak anak atas  kepemilikan akta kelahiran 

kurang mencerminkan asas materi peraturan Perundang-Undangan yaitu asas 

kenusantaraan, asas bhineka tunggal ika, asas keadilan serta asas keseimbangan. 

2)Pengaturan kewenangan penerbitan kepemilikan akta kelahiran untuk 

mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam hal pengaturan kewenangan 

penerbitan akta lahir sebelum dan sesudah pembentukan peraturan perubahan 

Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan terdapat perbedaan yang 

signifikan yiatu dihilangkannya penetapan hakim pengadilan negeri terkait 

pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi syarat normatif pelaporan peristiwa 

penting kelahiran serta pengaturan penerbitan akta lahir berdasarkan asas Ius 

Constituendum dimasukkan kembali penetapan hakim pengadilan negeri terhadap 

kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. 
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